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KETENTUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN
PENANGGUNGAN HUTANG

L. Pengertian Penanggungan Hutang (Borgtocht)

Dalam hukum perdata diketahui adanya aturan
tentang penanggungan atau perjanjian jaminan. Yaitu
suatu aturan di mana termasuk di dalamnya masalah
yang ditanggung berupa hutang piutang.Untuk memahami
pengertian penanggungan, maka dapat dikemukakan pe-
ngertian sebagail oerikut
Penanggungan adalah suatu persetujuan dcugan
mana seorang - pihak ketiga, guna kepenting nsi
berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi per-

ikatannya si berutang manakala orang ini sendiril
tidalt memenuhinya.l

RBerdasarkan pada pengertian ini, maka adanya
penanggungan itu dikarenakan adanya suatu perjanjian

yang dibuat sebelumnya oleh jebitur dengan kred]

b
Hal ini memungkinkan adanya timbal-balik,atau timbul
dari salah satu pihak yang saling mengikatkan didiral
jika terdapat ketidakseimbangan dari prestasi. Untuk
melengkapi perjanjian pertanggungan itu maka sangat-
lah perlu adanya ketentuan dan kewajiban penanggung
atau pihak ketiga pada suatu hal yang akan terjadi.
Sebab di dalam hal ini sebenarnya terdapat
seorang pihak ketiga yang bersedia memberikan
jaminan terhadap debitur kepada kreditur, bahwa
debitur itu dapat dipercaya akan melakesanakan

kewa jiban-kewajiban yang telah diperjanjikan de-
ngan kreditur; sebaliknya kalau debitur tidak

1p. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-un-
dangz Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,1985,hlm.
1509 .
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dapat melaksanakan kewajiban itu, maka pihak ketiga
itulah selaku penjamin akan melaksanakan kewajiban
tersebut.z2
Dengan demikian dalam masalah hutang - piutang,
maka penanggung yang menanggung pembayaran hutang orang
lain, dan penanggung yang bertanggung jawab dalam pelu-
nasan hutang dari debitur kepada kreditur,sesuai dengan
perjanjian yang mereka sepakati.

Dalam hal mana, seorang debitur yang tidak mampu
membayar hutangnya, yang kemudian terdapat pihak ketiga
yang menyatakan kehendaknya untuk menanggung hutang de-

bitur, maka sejak perjanjian itu dibuat beban tanggung

Jawab pembayaran hutang, berada di pihak ketiga baik
sebagiannya maupun keseluruhannya menurut ketentuan Un-
dang-undang. Hal ini diterangkan dalam pasal 1%82 KUH
Perdata sebagai berikut :"Tiap-tiap perikatan dapat di-
penuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, sepertinya
seorang yang turut berutang atau seorang penanggung
utang”.3

Pihak penanggung hutang, bisa saja memenuhi ke-
seluruhan dari hutang debitur, dalam hal mana seorang
pehanggung bertindak atas namanya sendiri,sesuai dengan
perjanjian yang dibuat antara penanggung hutang dengan
debitur.

Pasal 1382 ini memberikan ketentuan tentang se-
orang yang bertindak sebagai borg (penjamin) dan oran;
yang ikut atau terlibat dalam hutang, sedangkan pihai
ketiga tidak ada pada hutang itu, walaupun ia harus me-

lakukan pembayaran hutang debitur karena adanya per-

2Hartono Hadisoceprapto, Pokok-pokok Hukum Per-
ikatan dan Hukum Jaminan, Liberty,Yogyakarta,l1l984,hlm.5%

>R.Subekti,R.Tjitrosudibio, op. cit., hlm. 31k.



Janjian.

Dalam suatu kebiasaan yang lama, diketahui ada-
nya tata aturan hukum di mana suatu anggapan bahwa se-
tiap hak, akan dapat mengikatkan dirinya kepada yang
berurusan dengannya sebagai suatu hak pribadi,dia tidak
dapat menyerahkan piutangnya kepada pihak ketiga seba-
gal penanggung. Namun dalam proses perkembangan di bi-
dang hukum, dijumpai suatu tentang kebolehan adanya
pengalihan kedudukan debitur (yang berhutang), di mana
penanggung hutang itu akhirnya berada pada penanggung.

Hukum perdata memberikan ketentuan tentang peng-
alihan tanggung jawab dalam pembayaran hutang, yaitu
bahwa seorang penanggung tidak boleh mengikatkan diri-

nya untukk lebih berat dari perikatannya.Sebagaimana di-

terangkan dalam passl 1822 KUH Perdata : "Seorang pe -
nanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, mau-

pun dengan syarat-syarat yang lebih berat) dari ada
perikatannya si berutang'.“

Penanggungan hanya boleh melakukan kewa jiban da-

lam perikatannya dalam hal-hal yang diadakan untuk ha-
nya sebagian saja dari hutang debitur atau dengan sya-
rat-syarat yang ringan dari perikatan debitur terhadap

kreditur, maka 3jika syarat-syarat tersebut dibuat lebih
berat dari perikatan debitur, maka penanggungan tidak-
lah dianggap batal dan hanya akan berlaku dalam perikat-

an-perikatan pokoknya..

Dengan demikian dalam hukum perdata, jelas dan
terperinci,memberikan pengertian tentang pertanggungan,
yang termasuk di dalamnya masalah hutang.Sedangkan yang
dimaksud dengan perjanjian hutang piutang dalam hukum

1bid ., bl LO9.
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perdata adalah
Perjanjian pinjam meminjam baik berupa uang
maupun berupa barang. Perjanjian utang piutang
tersebut dapat dilakukan secara tertulis yaitu
dengan surat yang ditanda tangani oleh kedua
belah pihak, ataupun secara lisan.5
Dari sekian banyak obyek perjanjian yang di-
buat oleh debitur dan kreditur, maka umumnya yang
menjadi obyek perjanjian adalah berupa uang kecuali
di desa-desa yaitu misalnya beras, jagung dan benda
benda lainnya.

Untuk memperkuat perjanjian itu, maka per-
Janjian itu dilakukan secara tertulis,yang kemudian
ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara debi-
tur dan kreditur, kemudian disahkan oleh pejabat

yang berwenang.

Pelaksanaan suatu perjanjian utang - piutang
dalam upaya memenuhi perjanjian itu, maka sering
terjadi di mana pihak ketiga berjanji sebagai pihak

yang menjamin adanya pelunasan hutang debitur.

Dalam hal ini Borg (jaminan) ada dua macan
"a. Orang yang menjadi penanggung atau boreg
b. Barang yang dijadikan boreg untuk satu pinjam-

an”.b

Dari bentuk boreg tersebut di atas,maka ber-
artli penanggung -sebagai pihak yang ketiga yang me-
nyatakan kehendaknya untuk menanggung hutang debi-
tur adalah disebut boreg, demikian juga terhadap

5Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan

Unum Departemen Kehakiman, Penyuluhan Hukum Tentang
Utang-Piutang dan Jaminannya, Jakarta, 1982, hlm. 7.
6

ThalaRemhiim, “q.



barang Jjaminan disebut juga sebagal Borg.

B. Kedudukan Hutang-Piutang dan Hubungannya dengan Per-
janiian Penanggung Hutang

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan ten-
tang pengertian utang-piutang, yaitu sebagai suatu
perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan lisan
dari kedua belah pihak antara pihak yang berhutang
dengan pihak yang berpiutang.

Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan

kedua belah pihak, maka dalam hal perjanjian ANg
dilakukan secara tertulis,; yang kemudian ditanda-

tangani oleh kedua belah pihak dan disahkan atau di-

legalisasikan di hadapan pc jabat yang berwenan:; di
hadapan notaris, sedangkan bagi mereka yang, melaku-

kan secara tertulis karena buta huruf misalnya, maka
cukup dengan membubuhkan cap jempol pada formulir
surat perjanjian yang dilcgalisasikan di hadapan pe-

jabat yang berwenang tersebut di atas.

Per janjian hutang dalam masyarakat, sering
bahkan sudah merupakan suatu kebiasaan dari KkKecepa-

katan antara kedua belah pihak yaitu perjanjian nhu-
tang piutang dengan bunga. Yang dimaksud dengan por-
janjian ini ialah
Dalam perjanjian utang-piutang pihak yang me-
minjam/debitur diwajibkan untuk membayar kemball
hutangnya sejumlah yang dipinjam, juga dapat di-
wajibkan untuk membayar bunga sebesar berapa
persen dari jumlah yang dipinjam.?
Per janjian hutang-piutang ini lahir pada saat
terdapatnya kesepakatan atau persetujuan antara ke-

"Ibid., hlm. 8.
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dua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok yang men-
jadi obyek dalam perjanjian itu.

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu
perjanjian, memiliki dua sudut kewajiban-kewajiban
yang dipikul oleh suatu pihak dan sudud hak - hak
atau mamfaat, yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu
hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang
disanggupi dalam perjanjian itu.8

Asas ini dalam suatu perjanjian disebut dengan
asas timbal balik atau bilateral yaitu maksudnya

Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjan-
Jian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang
merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperoleh-
nya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewa-
Jiban-kewa jiban juga memperoleh hak-hak yang diang-
gap sebagai kebalikannyz kewajiban yang dibebankan
kepadanya itu.9

Asas' ini ternyata juga tidak hanya dapat meng -
ikatkan diri atas namanya sendiri dan minta ditetapkan-
nya suatu janji untuk dirinya sendiri melainkan juga
dapat berlaku untuk pihak ketiga (derden beding).

Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam

suatu perjanjian ini adalah bahwa seorang membuat suatu
perjanjian, dalam perjanjian itu terdapat orang lain
yang memper janjikan hak-hak bagi orang lain.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1317 KUH Per-
data menyebutkan tentang janji untuk pihak ketiga se-
bagal berikut

Lagipun diperbélehkan juga untuk meminta dite-

tapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pi-

hak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang di-
buat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu

8R. Subekti, Hukum Psrjanjian,Intermasa,Jakarta,
Gat WV, 1979, S hilimss 298

ITbid.
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pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain,
menurut janji yang seperti itu ...".1l0

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak ketiga me-
nurut pasal ini adalah suatu perjanjian, di mana pilhak
ketiga ini telah menyatakan suatu kehendak,sehingga ia
tidak boleh untuk menarik pernyataannya itu kembali,
perjanjian seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak
yang karena adanya suatu penawaran yang dilakukan oleh
pihak yang meminta yang kemudian pihak ketiga menyata-
kan kesanggupannya untuk membayar/melunasi sebagian
ataupun keseluruhan dari hutang debitur sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakatinya.

Perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1517 KUH
Perdata ini, dikatakan sebagai perjanjian penanggungan
(borgtocht) yang mana suatu perjanjian yang banyak me-
miliki perbedaan dengan perjanjian lainnya, yaitu yang
dikenal dengan perjanjian garansi.

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian garansi
ialah suatu perjanjian yang berdiri sendiri, yang tidak
melibatkan pihak-pihak lain dalam perjanjian yang di-
buatnya. Dengan demikian berbeda dengan perjanjian pe-
nanggungan yang merupakan suatu perjanjian accescoir,
perjanjian accescoir ini sebagai suatu perjanjian yang
membuntuti suatu perjanjian lain yang dinamakan perjan-
Jian pokok, misalnya dalam suatu pembangunan, dikenal
adanya suatu perjanjian yang sudah ada sebelumnya an-
tara pihak debitur dan pihak kreditur. Perjanjian yang
sudah ada lebih dahulu ini, disebut dengan perjanjian
pokok. Kemudian dari pada itu datang pihak ketiga yang
méﬂénggung pemenuhan pembayaran hutang yang menjadi
tanggung jawab debitur, pihak ketiga ini berjanji pada

10R. subekti, R.Tjitrosudibio, op. cit., hlm.304.



- pihak kreditur bahwa ia menjamin pemenuhan per janjian
oleh debitur.

Dengan demikian dalam hukum perdata terdapat su-
atu aturan yang memungkinkan adanya pengalihan suatu
perjanjian yang telah ada sebelumnya sebagai perjanjian
pokok, yang kemudian akan menjadi tanggung Jjawab pihak
ketiga dalam pelunasan pembayaran hutang dari debitur.

Selanjutnya Undang-undang Jjuga memberikan keten-
tuan lebih lanjut tentang tanggung jawab ini, yaitu ti-
dak dapat lebih berat daripada perikatannya si berutang
Ia pihak ketiga hanya boleh menanggung sebagian saja
dari hutangnya. Hal ini diungkapkan dalam pasal 1822
KUH Perdata yaitu sebagai berilkut :'"Seorang penanggung
tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan
syarat-syarat yang lebih berat, daripada perikatannya

, oL
sl berutang qLF_c

Dari bunyi pasal tersebut di atas, maka tanggung
jawab dari suatu perjanjian yang telah dilakukan oleh
penanggung, maka pertanggungan itu mempunyai tujuan per
tama-tama yaitu mengalihkan segala resiko yang ditimbul-
kan oleh peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadi-
nya.

Perjanjian pertanggungan ini tidaklah berbeda
jauh dengan perjanjian sebagaimana biasanya, di mana di
dalam perjanjian penanggungan ini berlaku suatu perjan-
jian timbal-balik oleh karena kedua belah pihak saling
mengikatkan diri sesuai dengan isi perjanjian dan demi-
kian dapat pula dipecahkan jika ternyata terdapat wan-
prestasi.

Hal ini akan dapat difahami dari bunyi pasal

Ebid. ,  hlmis 409,
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1266 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :'"Syarat
batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-

persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu
pihak tidak memenuhi kewajibannya ...".12

Ketentuan yang dapat diambil dalam pasal dini
adalah bahwa dalam prakteknya jarang terjadi suatu pe-
mecahan untuk menempuh jalan lain kecuali hanya mela-
kukan kewajiban, sebagaimana dikemukakan seorang ahli
hukum

Di dalam perinsipnya pasal 1266 BW diperlukan

terhadapnya. Tapi sesungguhnya pemecahan melalui
pasal 1266 BW ini jarang-jarang terjadi di dalam
praktek, dan para penanggung mengambil jalan lain
yang dapat membebaskan dia tertanggung tidak mela-
kggan kewa jibannya, misalnya tidak membayar premi

Kemudian dari pada itu keberadaan orang penang-
gung yaitu yang terdapat pada pasal 1822 BW bahwa se-
orang penanggung tidak dapat mengikatkan dirinya untuk
lebih maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari
pada perikatannya si berutang. Untuk ini penanggungan
hanyalah boleh diadakan, hanya sebagian saja dari tang
nya atau dengan syarat-syarat yang lebih kurang. Jika
memang terjadi penanggungan yang syarat-syaratnya lebih
berat dari pada perikatan si berutang, maka perikatan
itu sama sekali tidak batal karena hukum, melainkan per-
ikatan itu dianggap sah yaitu hanya dalam hal apa yang
meliputi perikatan pokok saja.

Ketentuan di atas, merupakan suatu konsekwensi
logis dari suatu perjanjian accessoir. Dengan demikian

121bid., nim. 296.

13Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntalk, Hukum Per-
tanggungan, UGM., Yogyakarta, Cet. V, 1982, hlm. 8.
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perjanjian penanggungan ini hanya mengabdi pada per-
janjian pokok.

Adapun yang dimaksud dengan penanggungan hu-
tang menurut hukum perdata ialah : Suatu perjanjian
dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan
si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi per-
ikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri
tidak memenuhinya.14

Ketentuan yang dikemukakan di atas terdapat
dalam pasal 1820 KUH Perdata tentang penanggungan
hutang. Berdasarkan pada ketentuan di atas,menunjuk-
kan bahwa penanggungan itu adalah suatu perjanjian
hipotik, sedangkan yang dimaksud dengan  perjanjian
accessoir ialah

Eksistensi atau adanya penanggungan 1itu ter-
gantung dari adanya suatu perjanjian pokok,yaitu per
janjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin
dengan perjanjian penanggungan :i_tu.15

Syarat-syarat yvang Mengikat dalam Suatu Perijanjian

Penangrpungan Hutang

Dalam hukum perdata, segala bentuk suatu per-
janjian memiliki persyaratan masing-masing, 1ini di-
maksudkan sah tidaknya suatu perikatan di antara
kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian / per-
ikatan. Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk
sahnya suatu perjanjian/perikatan, berikut ini dike-
mukakan syarat itu secara umum

14p. Subekti, Aneka Hukum Perianiian, Alumni,

Bandung, Cet. VII, 1985, hlm. -164.

151114,
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"l. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Cakap untuk membuat suatu perjanjian,
Mengenai suatu hal tertentu;
L. Suatu sebab yang halal”.l6

W

Persyaratan tersebut di atas, telah diterangkan
dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ke-
mudian berikut ini pula dikemukakan tentang sahnya per-
setujuan, yang diperlukan empat syarat yaitu

"], Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

no

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

L)
.

Suatu hal tertentu;

17

L. Suatu sebab yang halal''.

Di dalam empat persyaratan tentang sahnya suatu
perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk
sebagai berikut yaltu : Syarat-syarat subyektif Dberupa
orang-orang yang mengadakan suatu perjanjian dan syarat
syarat obyektif yaitu mengenai perjanjian itu sendiri
atau obyek perbuatan hukum yang dilakukan.

Pada bentuk perjanjian penanggungan, maka keten-

tuan pada pasal 1520 BW ini, berlaku secara sempurna
karena hukum. Oleh karena itu maka seorang penanggung
dipandang perlu dengan menyatalkan persetujuannya dari

penanggung sebelum menyatakan kehendaknya.

Perjanjian yang dilakukan oleh penanggung hutang,
ini mempunyai tujuan mencegah si tertanggung dari men-
derita kerugian, atau éupaya ia ringan dari risiko yang
sedang dihadapinya, beban ini kemudian dialihkan kepada
si penanggung. Dengan demikian perjanjian' penanggung

16R. Subekti, Hukum Perjanjian, Interﬁasa,Jakar-
Tal, " Ce U VRSO O R halm SR,

17R.Subekti, R.Tjitrosudibio, op. cit., hlm.305.
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ini disebut dengan perjanjian penggantian kerugian.

Karena itu dalam suatu perjanjian penanggungan

ini berlaku asas yang dikenal dengan asas keseimbangan

yaitu kesepakatan dari penanggung untuk memperhatikan

risiko yang akan dialihkan kepadanya dengan kerugian

yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat perjanji-
an yang dibuatnya dengan kreditur.

Dalam pengalihan tanggung Jjawab pembayaran hutang
dari debitur kepada kreditur ini, maka benar-benar di-
perhatikan oleh hukum tentang suatu keadaan di mana si
tertanggung benar-benar mempunyai kepentingan bahwa di-
rinya memerlukan pihak ketiga sehingga risiko itu,tidak
menimpa dirinya. Hak keseimbangan ini dapat dijelaskan

dalam suatu pengertian sebagai : '"Larangan mengenai
onrechtmatige Verrijking : Larangan memperkaya diri se-
18

cara melawan hukum,atau memperkaya diri tanpa hak".

Sebagail kelanjutan dari tanggung jawab yang telah
dilakukan oleh si penanggung, maka si penanggung karena
perjanjian penanggungan itu, maka ia wajib menandata-
ngani isi perjanjian yang telah dibuatnya sebagai isya-
rat dari persetujuan mereka dari perjanjian yang telah

disepakatinya antara kedua belah pihak. Perjanjian ini
memberikan ketentuan tentang batas waktu tertentu se -~
bagai batas akhir, dan setelah adanya penandatanganan-

itu maka kemudian si penanggung menyerahkan kepac. si
tertanggung.

Setelah dilakukan ketentuan-ketentuan tersebut
di atas, maka berarti antara si penanggung dan penang-
gung sama-sama memiliki kekuatan hukum vyang dapat di-

18y . Emmy Pangaribuan Simanjuntak, op. cit.,hlm
65. ‘



L9
pertanggung jawabkan, sehingga di kemudian hari ada ter
uapat suatu pengingkaran yang bertentangan dengan isi
perjanjian yang telah dibuatnya oleh salah . satu pihak
maka perjanjian itu hanyalah dapat dibuktikan dengan
pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, oleh kedua be-
lah pihak yaitu antara si penanggung dengan si tertang-
gung.

Setelah itu dilakukan yaitu ketentuan-ketentuan
hukum antara si penanggung dengan si tertanggung dari
syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka di samping sya-
rat-syarat yang dikemukakan itu, yang terdapat ketentu-
an-ketentuan tentang syarat-syarat menurut hukum yang
tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata maka terdapat

juga suatu persyaratan yang harus dipenuhi sebagai ke-

wajiban si berutang terhadap si berpiutang.
Pengertian ini, dapat diambil dari pengertian
tentang penanggungan atau jaminan perorangan dalam hu-

kum perdata yaitu

Jaminan perorangan atau penanggungan berarti:se-
buah perjanjian dengan mana pihak ketiga, untuk ke-
pentingan seorang berpiutang, mengikatkan diri de-

ngan sanggup memenuhi kewajiban si berutang,apabila
orang ini tidak melaksanakan janjinya.l9
Maka sebagail risiko dari adanya persyaratan yang
mengikat diri si peminjam, dan kalau si berutang tidak
membayar, maka selanjutnya pihak si berpiutang berhak
menuntut pada si penjamin untuk membayarnya, namun de-
mikian pihak si penanggung ini, juga berhak menuntut
terhadap si berutang untuk terlebih dahulu menjual har-
ta kekayaan si debitur sebelum si penanggung membayar
apa yang menjadi hutangnya. Akan tetapi sikap si pe-

19K .R.M.T. Tirtodiningrat, Ichtiar Hukum Perdata
dan Hukum Dagang, PT.Pembangunan, Jakarta, 1966,hlm.110
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nanggung yang seperti ini, yaitu tidak terlaksana yang
menuntut supaya benda si berutang dijual sebagai beri-
kut

1. Apabila ia melepaskan hak istimewanya untuk ume-

nuntut supaya benda si berpiutang lebih dahulu
disita dan dijual.

2. Apabila ia telah mengikatkan dirinya.bersama de-
ngan si berutang utama secara tanggung menang-
gung.

3, Kalau si berutang dapat memajukan tangkisan yang
hanya mengenai diri sendiri secara pribadi.

4. Kalau si berutang dalam keadaan pailit.
5. Dalam hal perjanjian yang diperintahkan oleh ha-
kim.20
Jika keadaan si berutang tidak mengalami hal-hal
tersebut di atas, maka si berutang berdasarkan tuntutan
si penanggung, untuk ini si berpiutang tidaklah berke-
wajiban terlebih dahulu yaitu dengan menjual harta ke-
kayaannya dari si berutang kecuali atas tuntutan si pe-
nanggung menunjukkan benda si debitur yang akan dijual-
nya.

Kemudian untuk menghindari hal-hal negatif yang
akan terjadi di kemudian hari dari suatu perikatan,maka
Undang-undang mengaturnya dengan memerintahkan untuk
diadakan perjanjian secara tertulis, sehingga akan ter-
hindar dari persengketaan di kemudian hari antara debi-
tur, kreditur dan si penanggung. Hal ini ditegaskan oleh
Sri Suedewi Masjchoen Sofwan SH., sebagal berikut:'"Ben-
tuk perjanjian jaminan mengenal berbagai macam lembaga
jaminan dalam praktek perbankan di Indonesia senantiasa
disyaratkan dalam bentuk tertulis, sebagaimana nampak

201444, , hlm. 111.
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dalam formulir/model-model tertentu ...”.21

Demikian perjanjian mengenai suatu perjanjian
jaminan yang harus ditulis, hal ini juga berlaku dalam
suatu perjanjian penanggungan hutang-piutang di mana
pihak sebagai penanggung, harus benar-benar menyatakan
secara jelas dan tegas, dan ini menjaga kemungkinan ne-
gatif terhadap si penanggung sendiri, di mana adanya
kemungkinan tuntutan yang lebih dari apa yang terdapat
dalam isi perjanjian itu sendiri, di samping pula ada-
nya mamfaat lain yaitu bahwa dalam suatu perjanjian yang
dilakukan secara tertulis sangat bermanfaat bagi kre-
ditur jika dalam persoalan itu terdapat pihak yang mem-
pertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

Demikian yang menjadi syarat pokok dalam suatu
perjanjian accessoir sebagal perjanjian pokok, setelah
itu baru ada perjanjian penanggungan kecuali ternadap
hal-hal yang diistimewakan dalam Undang-undang yaitu
menurut pasal 1829 KUH Perdata :'"Apabila sl penanggung,
yang telah diterima oleh si berpiutang secara suka 2la

atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu ma-

ka haruslah ditunjuk seorang penanggung baru'.’
Di dalam Undang-undang selanjutnya memberikan
persyaratan terperinci tentang pribadi 81 penanggung

dalam suatu perjanjian penanggungan yaitu di mana si
berutang yang diwajibkan memberikan/menyediakan seorang
penanggung, harus mengajukan seorang yang memiliki ke-
cakapan menurut hukum, untuk mengikatkan dirinya dalam
suatu perjanjian, mereka diharapkan akan mampu bertindak

alNy. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,Hukum Jaminan
di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Per-
orangan, BPHN., Yogyakarta, 1980, hlm. 40.
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atas namanya, dan dapat memenuhi perikatannya,mereka
juga disyaratkan untuk berdiam di wilayah Negara Re-
publik Indonesia.

Ketentuan ini ditunjukkan dalam pasal 1827 BW
yang menyatakan sebagail berikut
Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang
penanggung, harus memajukan seorang yang mempu-
ayal kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang
cukup mampu untuk memenuhi perikatannya,dan yang
berdiam 4i wilayah Indonesia.Z23
Syarat-syarat yang ditetapkan untuk seorang
penanggung yang harus diajukan oleh debitur itu, di-
anggap suatu hal yang mesti dilakukan, karena kalau
tidak demikian ada kemungkinan bahwa penanggung itu
tidak mampu melakukan prestasinya.

Saat Mulai dan Hapusnya Perjanijian Penanggungan Hu-
tang

Penanggungan dalam hubungan hukum keperdatazan
pada umumnya dapat timbul untuk menjamin perutangan
dari segala macam hubungan hukum.

Dalam suatu penanggungan yang biasa timbul di
masa dahulu yaitu bahwa si penanggung tidaklah wmem-
punyal kepentingan tertentu dari penanggungannya,
mereka melakukan atas dasar kepentingan rasa solida-
ritas untuk menolong mereka yang benar-benar Lidak
memiliki Kemampuan untuk memenuhi hutangnya.Akan te-
tapi kemudian dalam suatu perkembangan hukum selan-
jutnya, hal-hal seperti itu sudah tidak berlaku lagi,

yaitu tidak dijumpainya lagi suatu penanggungan atas

dasar persahabatan melainkan suatu penanggungan yang

231bid.
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bertendensi ekonomis di mana tanggung jawab sepenuhnya
ternyata berada di tangan debitur.

Dengan demikian yang berkembang sekarang, dapat
diklasifikasi kepada beberapa alasan berikut ini yaitu:

1. Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan eko-
nomi di dalam usaha dari si peminjam. - .

2. Penanggungan pemegang peranan penting dan banyak
terjadi dalam bentuk Bank Garansi, di mana yang
bertindak sebagai penanggung/borg adalah  bank..-

3, Penanggung juga mempunyal peranan penting karena
dewasa ini lembaga pemerintah lazim mensyaratkan
adanya penanggungan untuk kepentingan pengusaha-
pengusaha kecil.aq

Demikian bentuk dari penanggungan yang berlang-
sung di zaman dulu dan sekarang. Namun demikian berda-
sarkan hukum baik perjanjian dulu dan sekarang, mempu-
nyal tujuan yang sama yaitu

Memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan

dalam perjanjian pokok. Adanya penanggungan itu di-
kaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdi pada per-

janjian pokok. Maka dapat disimpulkan bahwa perjan-
jian penanggungan itu bersifat accessoir.25

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa
perjanjian penanggungan bersifat accessolr yaitu dalam
arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, wa-

laupun demikian terdapat pengecualian dari sifat acces-
soir dari penanggungan yaitu bahwa perjanjian penang-
gungan suatu ketika akan tetap sah sekalipun per janjian
pokoknya dibatalkan demi hukum. Hal ini diKghakan me-
nyangkut pribadi debitur tidak mencukupi syarat untuk

melakukan suatu perjanjian pokok dengan kreditur, maka

') .
““Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op. cit.,hlm

81.
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menurut hukum, hal ini harus dapat dimintakan pembatal-
an maka untuk perjanjian penanggungan tetap sah.

Dari segil tanggung jawab pemenuhan prestasi scec-
jak si penanggung menyatakan kehendaknya untuk menang-
gung debitur dari utangnya, maka dinilai banyak memi-
liki persamaan dengan perutangan tanggung menanggung di
mana pihak debitur masing-masing harus bertanggung ja-

wab untuk memenuhi prestasi.

Adapun mengenal perbedaannya bahwa per janjian
penanggungan bersifat accessoir dan si penanggung mem-
punyal hak untuk membagi hutang. Sedangkan dalam vper-
utangan, tanggung jawab untuk memenuhi prestasi menjadi

tanggung jawab sendiri sebagai suatu perjanjian pokok,
dan debitur di sini tidak mempunyai hak wuntuk me bagi
~hutang.

Kemudian dari pada itu juga bahwa terhadap per-
Janjian penanggungan memiliki sifat subsidair di samping
accessolir, yaitu sebagaimana diterangkan dalam ketentu-
an pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi : "Penanggungan
adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ke-

tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri
untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang

ini sendiri tidak memenuhirlya“.‘26

Dengan demikian bagli penanggungan walaupun dia
menyatakan kehendaknya, dia hanyalah terikat secara
subsidiair belaka, manakala debitur tidak memenuhinya,
dan demiliian pula bahwa pada tingkat terakhir pun debi-
tur juga yang berkewajiban atas pemenuhan hutang ter-
sebut.

Pernyataan penanggungan dalam hal ini diharuskan

26R.Subekti, R.Tjitresudibio, op.cit,., hlim./h09.
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dinyatakan secara tegas, ini dimaksudkan adalah demi
perlindungan bagi penanggung sendiri agar dia tidak mem
pertanggung yang lainnya selain yang diucapkannya dalam
perjanjian itu, pernyataan yang dilakukan secara tegas
ini tidak disyaratkan pada kreditur dan tidak perlu
memberikan persetujuannya, maka bagi kreditur cukup me-
nerima akte borgtocht tersebut itu saja.

Dari uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa
dalam suatu perjanjian penanggungan, perjanjian yang
lama tetap berlangsung sebagei suatu perjanjian pokok
atau perjanjian-perjanjian accessoir tetap wutuh. Sebab
nya adalah karena perikatan lama tetap ada. Ini dapat
difahami dari bunyi pasal 1533 BW :"Penjualan suatu pi-
utang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, se-
pertinya penanggungan hak istimewa dan meliputi hipotik
hipotik!, 2’

Ini berarti bahwa hubungan hukum antara penang-
gungan dengan kreditur tidak merupakan suatu perikatan
baru yang terlepas dari perikatan lama, melainkan hanya
pengulzthan tanggung jawab membayar hutang setelah ada
persetujuan oleh si penanggung.

Dalam hukum perdata suatu penanggungan bisa ber-
akhir atau hapus dengan sebab yang biasa berlaku dalam
suatu perhubungan hukum sebagaimana yang menyeb: kan
berakhirnya perikatan dalam pasal 1845 BW yang menyata-
kan :"Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan ha-
pus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang me-

nyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya”.28

Kemudian selanjutnya Undang-undang memberikan

277p4d,, him. 338.

281bid., him. 413.



perincian tentang cara-cara berakhirnya perikatan-per-
ikatan itu, ketentuan ini diatur dalam pasal 1381 dan
seterusnya di Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Per-
ikatan-perikatan hapus :

karena pembayaran;

karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan
penyimpanan atau penitipan; -

karena pembaharuan utang;

karena perjumpaan utang atau kompensasi;

karena percampuran utang;

karena pembebasan utangnya;

karena musnahnya barang yang terutang;

karena kebatalan atau pembatalan;

karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur
dalam bab kesatu buku ini;

karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam
suatu bab tersendiri.z29

Jika salah satu macam dari hal-hal yang mengha-

puskan perikatan itu terjadi pada si penanggung, maka

berarti hapuslah perikatan yang dibuatnya.

Suatu contoh misalnya Jjika si berpiutang secara
sukarela menerima suatu benda tak bergerak maupun benda
lain untuk dijadikan pembayaran atas utang pokok dari
debitur, maka si penanggung dibebaskan karenanya, atau

perikatan si penanggung ini menjadi hapus karena nukum.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 1849 BW

Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu
benda tak bergerak maupun suatu benda lain atas pem
bayaran atas uang pokok, maka si penanggung dibe-
baskan karenanya, biarpun benda itu kemudian karena
suatu putusan Hakim oleh si berpiutang harus dise-
rahkan kepada seorang lain.30

Dalam hal ini Undang-undang juga menjelaskan ten-

tang penundaan pembayaran yang diberikan oleh si kre-

291pid., hlm. 313.
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ditur terhadap debitur, ini tidaklah menghapuskan =i pe-
nanggung hutang, si penanggung senantiasa memiliki tang-
gung jawab untuk pembayaran hutang ini hingga hutang
debitur tidak ada lagi baru kemudian si penanggung di-
nyatakan hapus demi tanggung jawabnya dalam suatu per-
Janjian yang dibuatnya, berdasarkan perjanjian pokok.



